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BUPATIKAUR 
PERATURAN BUPATI KAUR 

NOMOR /fl TABUN 2015 

TEBTANO 

KAW.AS.AN STRATEGIS CEPAT TUMBUH 
KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan 
pengembangan kawasan yang berpoteosi sebagai pusat 
pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan 
pembangunan antar wilayah dan mendorong 
pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan 
kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Kaur; 

b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat 
tumbuh di Kabupaten Kaur perlu mengoptimalkao 
pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif 
produk W1ggulan dan daya tarik kawasan di pasar 
domestik; 

c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepal 
tumbub di Kabupaten Kaur diperlukan langkah yang 
terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah 
kebijakan pemba:ngunat1 nasional dan daerah; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Lentang Kawasa.n Strategi_s Cepat 
Tumbub di Kabupaten Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republilc Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia TahW1 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah cliubah dengan 
Undang-Undang iNom.or 19 Tahun 2004 tent.ang Penetapan 
Peraturan .Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjacli 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Noinor 4421); 

5. Undang--Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 
dan Kabupaten Kaur di Provi,nsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
4266); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republl.k Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangloi Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indones.ia Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

10. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noroor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5059); 

12. Undang-Undang !Nomor l Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang 
Peme.rintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

14. Peraturan P.emerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Pengendalian Pencemaran. Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

15. Peraturan Pemerihtah Nomoi: 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor. 4242); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah 
diubah dengan Peratura,n Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Rutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5056); 

17. Peratwan Pemerinti\lh Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Repu"blik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintab Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 
Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat 
Tumbuh; 

21. Peraturan Menteri Kehut.anan Nomor P.71/Menhut
II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hut.an Kota; 

22. Peratu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694); 
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23. Peraturan l)aerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 20 12, 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur 
'T'ahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2012 Nomor 150). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGI S 
CEPAT TUMBUH KABUPATEN KAUR 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kaur. 
·2. Pemerintah baerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kaur. 
lllh 3 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
V pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi &eluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Kaur. 
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap 

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 
administratif dan/atau aspek fungsional. 

6 . Rencana Tata ntang Wilayah yang selanjutnya ciisingka,t RTRW adalah 
Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Kaur. 

7. Ren cana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah Rencan.a Pembangunan JangkaMenengah Daerah 
Kabupaten Kaur. 

8 . Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi u tama lindung dan/atau 
budidaya. 

9. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya dipriorita.skan 
4llJ> karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, 

pcrtahanan dan keamanan negara, ekonomi, sos ial, budaya, dan 
lingkunga.n. 

10. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh yang selanjutnya disebut KSCT adalah 
men 1pakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau 
potensial untuk dikembangkan karena memiliki keu nggulan sumber daya 
dan geografis yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi wilayah 
sekitarnya. 

1 1. Ren cana Induk adalah rencana pengembangan kawasan strategis cepat 
tumbuh di Kabupaten Kaur yang memuat kebijakan dan strategi 
pengelolaan potensi, masalah dan peluang pengembangan kawasan yang 
disusun ke da1am skenario arah kebija.kan pengembangan kawasan jangka 
menengah dalam kurun waktu lima tahunan yang diimplementasi.kan 
melalui rencana pengusahaan da n rencana tindak. 

12. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan 
strategis cepat tumbuh di Kabupaten Kaur yang disusun secara tahunan 
den gan mengacu pada tahapan pembanguoan lima tahu nan sebagaimana 
tercantum dalam Rencana Induk. 

13. Rencana Pengusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk 
unggulan sebagai penggerak perekonomian dikawasan strategis cepat 

-----~-tumbuh di Kabupaten Kaur <la.lam kurun waktu lima tahunan . 
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14. Pusat pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang 
sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pela,yanan pcrdagangan, 
jasa dan industri pengolahan. 

15 . Kompensasi adalah pemberian ganti -rugi atau tanah pengganti kepada 
pemegang bak atas tanah melalui musyawarah. 

16. Tanah negara adalah tanah yang ti.dale dibebani hak atas tanah. 
17. Tanah hak adalah tanab yang dibebani hak atas tanah. 
18. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola peJllanfaatan ruang, baik 

direncanakan maupun tidak direncanakan .. 
19. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat 

hukum adat atau badan hukum. 

BABII 
KAWASAK STRATEGIS CEPAT TUMBUH 

PaA12 

Kawasan Strategis Cepat Twnbuh Kabupaten terdiri dari: 
a. Kawasan Strategis Cepat Tumbub Perkotaan Bintuhan yaitu Kecamatan 

Kaur Selatan; 
b. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan, Kecamatan Nasal; dan 
c. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh AgropoHtan, Kecamatan Kaur Selatan 

dan Kecamatan Maje. 

BAB Ill 
PRINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

Pasal3 

Pengembangan K:awasan Strategis Cepat Tumbuh di Kabupaten 
diselenggarakan berdasarkan prinsip : 
a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan inv:estasi; 
b. kepastian hukurn tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan 

transparansi pengelolaan perizinan usaba, keharmonisan hubungan 
investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di buJu 
dengan di hilir; 

c. keterpaduan program dan kegiatan SKPD, dengan kegiatan pelaku usaha 
dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan; 

d . peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku 
usaha skala be.sar, dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
melalui pemberdayaan masyarakat UMKM; 

e. pengutamaan keterkaitan yang saling roenguntungkan antar pelaku usaha 
dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan 
pusat pertumbuhan dengan sentra produksi cu kawa$Sn sekitamya; 

f. pemanfaatan sumber daya a1am dan sumber daya buatan secara optimal 
dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 

g. pengutamaan penguasaan ilmu ~ngetahuan dan teknologi guna 
meningkatkan daya guna dan basil guna industri pengolahan di dalam 
negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang 
jadi. 

Pasal4 

Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di kabupaten bertujuan : 
a. meningkatkan nilai tambah clan daya saing produk unggulan di kawasan; 
b , meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan; 



c . mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerab bagi 
peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang 
berwawasan kelestarian lingkungan; dan 

d. menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian 
pertumbuhan antar wilayah. 

Pasal5 

(1) Pemilihan clan penctapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah 
berdasarkan pada : 
a . urusan pemerinlaha.n yang menjadi kewenang.m daerah; 
b. basil studi kelayakan lokasi; dan 
c. kebijakan pengembangan )rawasan daerab yang meliputi Rencana 

Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan 
Kawasan. 

(2) Pemilihan dan penetapan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, 
konsultasi, dan sinkron.isasi kebijakan antar SKPD. 

• 
(3) Penetapan Lokasi dan Rencana lnduk pengembangan kawasan strategis 

cepat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf · c, 
dipublikasikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan dunia 
usaha secara transparan. 

Paaal6 

(I ) Kawasan Strategi.s Cepat Tumbuh di daerah ditetapkan sesuai dengan 
peraturan perundang-u ndangan. 

(2) Penet,apan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (ll, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan 
tembusan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen 
terkait. 

BAB IV 
PENGEMBANGAN KAWASAN 

Bagian Kesatu 
Paaal 7 

• (1) Pengembangan kawasan slrategis cepat tumbuh di kecamatan merupakan 
bagian dari pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah. 

(2) Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah merupakan 
bagian dari pen gem bangan kawasan strategis cepat tumbuh di Provi nsi. 

Paaal 8 

(1) Pelaku usaha baik skala mikro kecil, menengah dan besar merupakan 
pelaku utama pengembangan sek.tor nil di kawasan strategis cepat tumbuh 
di claerah. · 

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

BAB XV 
PEJruTUP 

Paaal 9 

Hal-hal yang beluin cu kup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda. 
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Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaJru pada t.anggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur .. 

; c!IRE!AR AT o:,EP.AH ~ASUP~T£II ~AUR 
6AG l ~N HU~ U M 

PAf-<AF 

Diundangkan di Bintuhan 
pada tanggal 7' mc,rrf 2015 

SEKRETAJ<~ 

NANDAR DI, S.Sos 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19690127 199003 1 004 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 5' m<1f'{'f 2015 

f BUPATI ~UR, ' 

. ::.------
~ HERMEN MALll< 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 355° 
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